
Menimbang

Mengingat

SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 38 TAHUN 2021

TENTANG
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah ditetapkan
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 273 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Rencana Strategis
Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala
Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun
2021-2026;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

¢.



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5362);

3.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

6.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

7.



10.

11.

12.

13.

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

8.

Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

9.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Utara Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1

Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun
2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 1);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun
2019 Nomor 16);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor
5).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN 2021-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:
1.

10.

Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi
Kalimantan Utara.
Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen
Perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh)
tahun.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen
Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renstra PD adalah Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang
memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan
pembangunan dalam rangka melaksanakan urusan
Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan
Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat
Daerah.
Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renja PD adalah Dokumen Rencana yang
memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok
sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan
Sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat
Daerah.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan
Utara.

3.
4.

5.

6.

5
7.

8.

9.



BAB II
KEDUDUKAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renstra PD Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran
dari RPJUMD Tahun 2021-2026.

(2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun
Renja PD.

(3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
terdiri dari:
a.
b.
Cc.

ro
m
oo

°
oD

Z.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
Dinas Kesehatan;
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman;
Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
Satuan Polisi Pamong Praja;
Dinas Sosial;
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana;
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
Dinas Lingkungan Hidup;
Dinas Pemuda dan Olahraga;
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
Dinas Perhubungan;
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan
Persandian;
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah;
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu;
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
Dinas Kelautan dan Perikanan;
Dinas Pariwisata;
Dinas Kehutanan;
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
Sekretariat Daerah;
Sekretariat DPRD;
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Penelitian Pengembangan;
Badan Keuangan dan Aset Daerah;

aa. Badan Pendapatan Daerah;
bb. Badan Kepegawaian Daerah;

1.

k.
1

n.

T.

t.

x.

y.



cc. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
dd. Badan Pengelola Perbatasan Daerah;
ee. Badan Penghubung;
ff. Inspektorat Daerah;
gg. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB III
SISTEMATIKA RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

1. Renstra PD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
Bab | Pendahuluan
Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat

Daerah
BabIV =‘Tujuan dan Sasaran
Bab V Strategi dan Arah Kebijakan
Bab VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Serta Pendanaan
Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Bab VIII Penutup

2. Isi beserta uraian sistematika Renstra PD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

BAB IV
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

(1) Renstra PD dapat diubah dalam hal:
a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa

proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan
tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa
substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan
kondisi dan kebutuhan dalam rangka pencapaian
Kinerja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan; dan

c. terjadi perubahan yang mendasar.



(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hurufc, mencakup antara lain terjadinya bencana
alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial
budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau
perubahan kebijakan nasional.

(3) Perubahan Renstra PD ditetapkan dengan Peraturan
Kepala Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada _tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 24 September 2021

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 24 September 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Pit. Kepala
ABi

o Hukum

MUHAMMAD GOZALI, S.E., M.H
NIP 19709103 200112 1 003


